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TUGAS DAN FUNGSI 
BIRO ADMINISTRASI KERJASAMA  SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

	NO.
	NAMA JABATAN
	RINGKASAN TUGAS
	RINCIAN TUGAS
	RINCIAN FUNGSI

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Kepala Biro
	Merumuskan bahan/ materi kebijakan, penyusunan konsep, pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan, serta  pelayanan administratif penyelenggaraan  urusan pemerintah  umum dibidang  Kerjasama Pemerintahan dan Kerjasama Non Pemerintahan serta Pengendalian Kerjasama.

	a. Merumuskan bahan/materi kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Kerjasama Pemerintahan dan Kerjasama Non Pemerintahan serta Pengendalian Kerjasama;
b. Merumuskan bahan/materi kebijakan teknis di bidang kerjasama pemerintahan dan kerjasama non pemerintahan serta pengendalian kerjasama;
c. Menyelenggarakan pengkoordinasian program kerjasama pemerintahan dan kerjasama non pemerintahan serta pengendalian kerjasama.
d. Merumuskan penyiapan data dan penyusunan program pembinaan kerjasama pemerintahan dan kerjasama non pemerintahan serta pengendalian kerjasama;
e. Menyelenggarakan penyiapan data, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan mengenai kerjasama pemerintahan dan kerjasama non pemerintahan serta pengendalian kerjasama;
f. Memfasilitasi penyelesaian konsep naskah perjanjian kerjasama kerjasama pemerintahan dan kerjasama non pemerintahan serta pengendalian kerjasama;
g. Menyelenggarakan pengelolaan dan memfasilitasi kerjasama pemerintahan dan kerjasama non pemerintahan serta pengendalian kerjasama;
h. Menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan Program kerjasama pemerintahan dan kerjasama non pemerintahan serta pengendalian kerjasama
i. Merumuskan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan biro;
j. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Biro;
k. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring , evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro; 
l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
	a. Perumusan bahan/ materi kebijakan dan pengoordinasian kebijakan Daerah di bidang Administrasi Kerjasama;
b. Perumusan rencana/program kebijakan dan  pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Administrasi Kerjasama;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah,  Pelayanan administratif, pembinaan, serta  pelaporan tugas  di bidang Administrasi Kerjasama;
d. Pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;

	2
	Bagian Kerjasama Pemerintahan
	Menyusun bahan/ materi kebijakan, penyusunan konsep, pengoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan, monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/ program, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan serta  pelayanan administratif penyelenggaraan  urusan pemerintah  umum dibidang  Fasilitasi Kerjasama  Pemerintah  Kabupaten/ Kota, Kerjasama  Pemerintah Antar Provinsi dan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri.
	a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Fasilitasi Kerjasama  Pemerintah  Kabupaten/ Kota, Kerjasama  Pemerintah Antar Provinsi dan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri;
b. Menyusun bahan/materi kebijakan teknis di bidang kerjasama pemerintahan;
c. Menyusun dan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan rencana hubungan di bidang kerjasama pemerintah;
d. Menyusun konsep dan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan usulan instansi/unit di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka rencana hubungan kerjasama pemerintah;
e. Menghimpun kerjasama pemerintah;
f. Menyusun pengkoordinasian pengkajian terhadap tawaran hubungan kerjasama pemerintah;
g. Menyusun pemprosesan segala aspek legalitas dari pembentukan hubungan kerjasama pemerintah; 
h. Melaksanakan monitoring dan pengkoordinasian kegiatan evaluasi terhadap jalannya hubungan kerjasama pemerintah;
i. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kerjasama pemerintah;
j. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kerjasama Pemerintahan
k. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Kerjasama Pemerintahan;
l. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di kegiatan Kerjasama Pemerintahan;
m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

	a. Penyusunan bahan/materi kebijakan dan pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan Daerah di bidang Kerjasama Pemerintahan;
b. Penyusunan rencana/ program kebijakan dan  pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kerjasama Pemerintahan;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah,  Pelayanan administratif, pembinaan, serta  pelaporan tugas  di bidang Kerjasama Pemerintahan;
d. Pelaksanaan fungsi kedinasan  lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;

	3.
	Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama  Pemerintah  Kabupaten/ Kota
	Menyiapkan  bahan/ materi kebijakan, penyusunan konsep, pengoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/ program, evaluasi dan pelaporan, serta  pelayanan administratif penyelenggaraan  urusan pemerintah  umum dibidang Fasilitasi Kerjasama  Pemerintah  Kabupaten/ Kota.
	a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Fasilitasi Kerjasama  Pemerintah  Kabupaten/ Kota;
b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan teknis di bidang fasilitasi kerjasama pemerintahan kabupaten/ kota;
c. Menyiapkan dan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan rencana fasilitasi hubungan kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota;
d. Menyiapkan dan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan usulan instansi/unit terkait di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka fasilitasi hubungan kerjasama pemerintah kabupaten/kota;
e. Menyiapkan dan menghimpun tawaran fasilitasi hubungan kerjasama dari pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota;
f. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengkajian terhadap tawaran kerjasama dari pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota; 
g. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengkajian terhadap tawaran kerjasama dari pemerintah kabupaten/kota;
h. Menyiapkan dan memproses segala aspek legalitas dari pembentukan hubungan fasilitasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota:
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya hubungan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota;
j. Menyiapkan dan menghimpun bahan atau saran rekomendasi terhadap penyelesaian perselisihan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota;
k. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Fasilitasi Kerjasama  Pemerintah  Kabupaten/ Kota;
l. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Fasilitasi Kerjasama  Pemerintah  Kabupaten/ Kota;
m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatanFasilitasi Kerjasama  Pemerintah  Kabupaten/ Kota; 
n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

	

	4
	Sub Bagian Kerjasama  Pemerintah Antar Provinsi
	Menyiapkan  bahan/ materi kebijakan, penyusunan konsep, pengoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/ program, evaluasi dan pelaporan, serta  pelayanan administratif penyelenggaraan  urusan pemerintah  umum dibidang Kerjasama  Pemerintah Antar Provinsi.
	a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Kerjasama  Pemerintah Antar Provinsi;
b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan teknis di bidang  kerjasama pemerintahan antar provinsi;
c. Menyiapkan dan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan rencana hubungan kerjasama antar pemerintah provinsi;
d. Menyiapkan dan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan usulan instani/unit terkait di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka hubungan kerjasama pemerintah provinsi;
e. Menyiapkan dan menghimpun tawaran hubungan kerjasama dari pemerintah provinsi dengan pemerintah lain;
f. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengkajian terhadap tawaran kerjasama dari pemerintah provinsi lain; 
g. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengkajian terhadap tawaran kerjasama dari pemerintah provinsi lain;
h. Menyiapkan dan memproses segala aspek legalitas dari pembentukan hubungan kerjasama antar Pemerintah provinsi:
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya hubungan kerjasama antar pemerintah provinsi;
j. Menyiapkan dan menghimpun bahan atau saran rekomendasi terhadap penyelesaian perselisihan kerjasama antarpemerintah provinsi;

k. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kerjasama  Pemerintah Antar Provinsi
l. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Kerjasama  Pemerintah Antar Provinsi
m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di kegiatanKerjasama  Pemerintah Antar Provinsi; 
n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

	

	5
	Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri
	Menyiapkan  bahan/ materi kebijakan, penyusunan konsep, pengoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/ program, evaluasi dan pelaporan, serta pelayanan administratif penyelenggaraan  urusan pemerintah  umum dibidang Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri.
	a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri;
b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri;
c. Menyiapkan dan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan rencana fasilitasi hubungan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri;
d. Menyiapkan dan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan usulan instansi/unit terkait di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka fasilitasi hubungan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri;
e. Menyiapkan dan menghimpun tawaran fasilitasi hubungan kerjasama dari Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri;
f. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengkajian terhadap tawaran kerjasama dari Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri; 
g. Menyiapkan  dan memproses segala aspek legalitas dari pembentukan hubungan fasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri:
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya hubungan fasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri;
i. Menyiapkan dan menghimpun bahan atau saran rekomendasi terhadap penyelesaian perselisihan fasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain di Luar Negeri;
j. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri;
k. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri;
l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di kegiatan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri; 
m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

	


	6
	Bagian Kerjasama Non Pemerintahan
	Menyusun bahan/ materi kebijakan, penyusunan konsep, pengoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan, monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/ program, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan serta  pelayanan administratif penyelenggaraan  urusan pemerintah  umum dibidang  Fasilitasi Kerjasama  Non Pemerintah Antar Kabupaten/Kota dan Kerjasama Non Pemerintah Antar Provinsi serta Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

	a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Fasilitasi Kerjasama  Non Pemerintah Antar Kabupaten/Kota danKerjasama Non Pemerintah Antar Provinsi, serta Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
b. Menyusunbahan/materi kebijakan teknis di bidang kerjasama non pemerintahan;
c. Menyusun dan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan  rencana hubungan di bidang kerjasama non pemerintahan;
d. Menyusundan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan usulan instansi/unit di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka rencana hubungan kerjasama non pemerintahan;
e. Menghimpun kerjasama non pemerintahan;
f. Menyusun pengkoordinasian pengkajian terhadap tawaran hubungan kerjasama nonpemerintah;
g. Menyusun pemprosesan segala aspek legalitas dari pembentukan hubungan kerjasama non pemerintahan; 
h. Melaksanakan monitoring dan pengkoordinasian kegiatan evaluasi terhadap jalannya hubungankerjasama non pemerintahan;
i. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kerjasama non pemerintahan;
j. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kerjasama Non Pemerintahan;
k. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Kerjasama Non Pemerintahan;
l. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di kegiatanKerjasama Non Pemerintahan;
m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

	a. Penyusunan bahan/ materi kebijakan dan pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan Daerah di bidang Kerjasama Non Pemerintahan;
b. Penyusunan rencana/ program kebijakan dan  pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kerjasama Non Pemerintahan;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah,  Pelayanan administratif ,  pembinaan, serta  pelaporan tugas  di bidang Kerjasama Non Pemerintahan;
d. Pelaksanaan fungsi kedinasan  lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;


	7.
	Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama  Non Pemerintah Antar Kabupaten/Kota
	Menyiapkan  bahan/ materi kebijakan, penyusunan konsep, pengoordinasian administrasi pelaksanaan tugas erangkat Daerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/ program, evaluasi dan pelaporan, serta  pelayanan administratif penyelenggaraan  urusan pemerintah  umum dibidang Fasilitasi Kerjasama  Non Pemerintah Antar Kabupaten/Kota.
	a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Fasilitasi Kerjasama  Non Pemerintah Antar Kabupaten/Kota;
b. Menyiapkanbahan/materi kebijakan teknis di bidang fasilitasi kerjasama non pemerintahan kabupaten/ kota;
c. Menyiapkan dan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan rencana fasilitasi hubungan  kerjasama antar non pemerintah kabupaten/kota;
d. Menyiapkan dan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan usulan instani/unit terkait di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka fasilitasi hubungan kerjasama non pemerintah kabupaten/kota;
e. Menyiapkan dan menghimpun tawaran fasilitasi hubungan kerjasama dari pemerintah provinsi dengan non pemerintah kabupaten/kota;
f. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengkajian terhadap tawaran kerjasama dari pemerintah provinsi dengan non pemerintah kabupaten/kota; 
g. Menyiapkan danmengkoordinasikan pengkajian terhadap tawaran kerjasama dari non pemerintah kabupaten/kota;
h. Menyiapkan  dan memproses segala aspek legalitas dari pembentukan hubungan fasilitasi kerjasama dengan non pemerintah kabupaten/kota:
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya hubungan fasilitasi kerjasama dengan non pemerintah kabupaten/kota;
j. Menyiapkan dan menghimpun bahan atau saran rekomendasi terhadap penyelesaian perselisihan fasilitasi kerjasama dengan non pemerintah kabupaten/kota;
k. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Fasilitasi Kerjasama  Non Pemerintah Antar Kabupaten/Kota;
l. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan di kegiatanFasilitasi Kerjasama  Non Pemerintah Antar Kabupaten/Kota;
m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di kegiatanFasilitasi Kerjasama  Non Pemerintah Antar Kabupaten/Kota;
n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

	


	8
	Sub Bagian Kerjasama Non Pemerintah Antar Provinsi
	Menyiapkan  bahan/ materi kebijakan, penyusunan konsep, pengoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/ program, evaluasi dan pelaporan, serta  pelayanan administratif penyelenggaraan  urusan pemerintah  umum dibidang Kerjasama Non Pemerintah Antar Provinsi.
	a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Kerjasama Non Pemerintah Antar Provinsi;
b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan teknis di bidang kerjasama non pemerintahanantar provinsi;
c. Menyiapkan dan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan rencana hubungan kerjasama degan non pemerintah provinsi lain;
d. Menyiapkan dan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan usulan instani/unit terkait di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka hubungan kerjasama nonpemerintah provinsi lain;
e. Menyiapkan dan menghimpun tawaran hubungan kerjasama dari pemerintah provinsi dengan nonpemerintah provinsi lain;
f. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengkajian terhadap tawaran kerjasama dari non pemerintah provinsi lain; 
g. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengkajian terhadap tawaran kerjasama dari nonpemerintah provinsi lain;
h. Menyiapkan  dan memproses segala aspek legalitas dari pembentukan hubungan kerjasama dengan nonpemerintah provinsi lain:
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya hubungan kerjasama dengan non pemerintah provinsi lain;
j. Menyiapkan dan menghimpun bahan atau saran rekomendasi terhadap penyelesaian perselisihan kerjasama non pemerintah provinsi lain;
k. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kerjasama Non Pemerintah Antar Provinsi;
l. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan di kegiatan Kerjasama Non Pemerintah Antar Provinsi;
m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang Kerjasama Non Pemerintah Antar Provinsi;
n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
	

	9
	Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri
	Menyiapkan  bahan/ materi kebijakan, penyusunan konsep, pengoordinasian administrasi pelak , pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/ program, evaluasi dan pelaporan, serta  pelayanan administratif penyelenggaraan  urusan pemerintah  umum dibidang Fasilitasi Kerjasama Non Pemerintah Antar Negara
	a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
c. Menyiapkan dan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan rencana fasilitasi hubungan kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
d. Menyiapkan dan melaksanakan pengkajian serta penganalisaan usulan instani/unit terkait di lingkungan daerah dalam rangka fasilitasi hubungan kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
e. Menyiapkan dan menghimpun tawaran fasilitasi hubungan kerjasama dari Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
f. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengkajian terhadap tawaran kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri; 
g. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengkajian terhadap tawaran fasilitasi kerjasama dari Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
h. Menyiapkan dan memproses segala aspek legalitas dari pembentukan hubungan fasilitasi kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri:
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya hubungan fasilitasi kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
j. Menyiapkan dan menghimpun bahan atau saran rekomendasi terhadap penyelesaian perselisihan fasilitasi kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
k. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
l. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan di kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
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	Bagian Pengendalian Kerjasama
	Menyusun bahan/ materi kebijakan, penyusunan konsep, pengoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan, monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/ program, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan serta  pelayanan administratif penyelenggaraan  urusan pemerintah  umum dibidang  Pengendalian Kerjasama Pemerintahan, Pengendalian Kerjasama Non Pemerintahan serta Tata Usaha.
	a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatanPengendalian Kerjasama Pemerintahan, Pengendalian Kerjasama Non Pemerintahan serta Tata Usaha;
b. Menyusundan mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian kerjasama pemerintahan dan non pemerintahan;
c. Menyusundan melaksanakan rencana/program kerja di bidang pengendalian kerjasamapemerintahan dan non pemerintahan;
a. Menyusundan melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan program hubungan kerjasama di bidang pengendalian kerjasama pemerintahan dan non pemerintahan;
b. Menyusun bahan/materi dalam rangka pengendalian kerjasama pemerintahan dan non pemerintahan;
c. Menyusun bahan pembinaan, dan petunjuk teknis di bidang pengendalian kerjasama;
d. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Biro;
e. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah,  LKPJ, LPPD RLPPD dan laporan kegiatan Biro;
f. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengendalian Kerjasama;
g. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatanPengendalian Kerjasama;
h. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di kegiatanPengendalian Kerjasama;
i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

	a. Penyusunan bahan/ materi kebijakan dan pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan Daerah di bidang Pengendalian Kerjasama;
b. Penyusunan rencana/ program kebijakan dan  pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Kerjasama;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah,  Pelayanan administratif ,  pembinaan, serta  pelaporan tugas  di bidang Pengendalian Kerjasama;
d. Pelaksanaan fungsi kedinasan  lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;
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	Sub Bagian Pengendalian Kerjasama Pemerintahan
	Menyiapkan  bahan/ materi kebijakan, penyusunan konsep, pengoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/ program, evaluasi dan pelaporan, serta  pelayanan administratif penyelenggaraan  urusan pemerintah  umum dibidang Pengendalian Kerjasama Pemerintahan.
	a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengendalian Kerjasama Pemerintahan;
b. Menyiapkandan mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian kerjasama pemerintahan;
c. Menyiapkandan melaksanakan rencana/program kerja di bidang pengendalian kerjasamapemerintahan;
d. Melaksanakanpenyiapan bahan koordinasi perumusan program hubungan kerjasama di bidang pengendalian kerjasama pemerintahan;
e. Menyiapkan bahan/materi dalam rangka pengendalian kerjasama pemerintahan;
f. Menyiapkan bahan pembinaan, dan petunjuk teknis di bidang pengendalian kerjasamapemerintahan;
a. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
b. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pengendalian Kerjasama Pemerintahan;
c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di kegiatanPengendalian Kerjasama Pemerintahan;
d. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
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	Sub Bagian Pengendalian Kerjasama Non Pemerintahan
	Menyiapkan  bahan/ materi kebijakan, penyusunan konsep, pengoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/ program, evaluasi dan pelaporan, serta  pelayanan administratif penyelenggaraan  urusan pemerintah  umum dibidang Pengendalian Kerjasama Non Pemerintahan.
	a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengendalian Kerjasama Non Pemerintahan;
b. Menyiapkandan mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian kerjasama non pemerintahan;
c. Menyiapkan dan melaksanakan rencana/program kerja di bidang pengendalian kerjasamanon pemerintahan;
d. Melaksanakanpenyiapan bahan koordinasi perumusan program hubungan kerjasama di bidang pengendalian kerjasama non pemerintahan;
e. Menyiapkan bahan/materi dalam rangka pengendalian kerjasama non pemerintahan;
f. Menyiapkan bahan pembinaan, dan petunjuk teknis di bidang pengendalian kerjasamanon pemerintahan;
g. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengendalian Kerjasama Non Pemerintahan;
h. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatandi kegiatanPengendalian Kerjasama Non Pemerintahan;
i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di kegiatanPengendalian Kerjasama Non Pemerintahan;
j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
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	Sub Bagian Tata Usaha 
	[bookmark: _GoBack]Menyiapkan  bahan/ materi kebijakan, penyusunan konsep, pengoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan, monitoring, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan, perumusan dan penyusunan rencana/ program, evaluasi dan pelaporan, serta  pelayanan administratif penyelenggaraan  urusan pemerintah  umum dibidang Tata Usaha.
	a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengawasan kegiatan Tata Usaha Biro;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan serta kerumahtanggaan Biro;
c. Menyiapkan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Biro;
d. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Biro;
e. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Tata Usaha Biro;
f. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Tata Usaha;
g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang Tata Usaha Biro;
h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
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